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PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR ) TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENREKANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu
menetapkan Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Enrekang tentang Anggaran Belanja Bupati dan Wakil
Bupati Enrekang Tahun Anggaran 2017.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undnag Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 211);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4783);

Peraturan pemerintah Nomor 79 Tghun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2006 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN BELANJA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2017



Pasal 1

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar
Rp. 3.359.340.250.- Terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 575.453.250.-
b. Belanja Langsung sebesar Rp. 2.783.887.000.-
Pasal 2

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud

Pasal 1 huruf a sebesar Rp. 575.453.250.- terdiri atas :

a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati / Wakil Bupati Belanja sebesar
Rp. 175.453.250.-

b. Belanja Penunjang Operasional Bupati / Wakil Bupati sebesar Rp. 400.000.000.-

Pasal 3

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai / Gaji dan Tunjangan Bupati sebesar Rp. 94.494.685.- dirinci
sebagai berikut :

1. Gaji Pokok/Uang Refresentasi Rp. 27.300.000.-
2. Tunjangan Keluarga Rp. 11.466.000.-
3. Tunjangan Jabatan Rp. 49.140.000.-
4. Tunjangan Beras Rp. 3.476.160.-
5. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp. 3.112.200.-
6. Pembulatan Gaji Rp. 325.-
7. Iuran Asuransi Kesehatan Rp. -
Jumlah Rp. 94.494.685.-

b. Belanja Pegawai / Gaji dan Tunjangan Wakil Bupati sebesar Rp. 80.958.565.-
dirinci sebagai berikut :

1. Gaji Pokok/Uang Refresentasi Rp. 23.400.000.-
2. Tunjangan Keluarga Rp. 9.828.000.-
3. Tunjangan Jabatan Rp. 42.120.000.-
4. Tunjangan Beras Rp. 3.476.160.-
5. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp. 2.134.080.-
6. Pembulatan Gaji Rp. 325.-
7. luran Asuransi Kesehatan Rp

Jumlah Rp. 80.958.565.-

Pasal 4

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur sebagai berikut :

a. Biaya Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 60 % dari jumlah
Anggaran Rp. 400.000.000,- atau sebesar Rp. 240.000.000,-

b. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 40 % dari jumlah
Anggaran Rp. 400.000.000,- atau sebesar Rp. 160.000.000,-

Pasal 5

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 2.783.887.000.-
Diatur sebagai berikut :

a. Besarnya Belanja Langsung Bupati adalah sebesar Rp. 1.554.867.000.- yang
dirinci sebagai berikut :



Rp. 1.454.867.000.-
Rp. _100.000.000.-
Rp. 1.554.867.000.-

1. Belanja Barang dan Jasa
2. Belanja Modal
Jumlah

b. Besarnya Belanja Langsung Wakil Bupati adalah sebesar Rp. 1.229.020.000.-
yang dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.179.020.000.-

2. Belanja Modal Rp. 50.000.000.-

Jumlah Rp. 1.229.020.000.-
Pasal 6

(1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati
Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) pada Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

(2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun
Anggaran 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD).

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan dis Enrekang
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Diundangkan di Enrekang
pada tanggal

/’/’;

CHAIRUL LATANRO
BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR



